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Pihak yang Hadir:
A. Pemohon:

1. Jhoni Boetja

2. Amidi Susanto

3. Edy Supriyanto Saputro
B. Pemerintah:

1. Erwin Fauzi

2. Noor Ida Khomsiyati
3. Fahresha Muchtar



SIDANG DIBUKA PUKUL 11.08 WIB
KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perkara Nomor 12/PUU-
XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera, om
swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri!

PEMOHON: H. JHONI BOETJA

Bismillahirrahmaanirrahiim. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari
Pemohon memperkenalkan diri, nama saya Jhoni Boetja, di sebelah
kanan saya, Edi Supriyanto, dan di sebelah kiri saya, Amidi Susanto.
Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ANWAR USMAN
Ya. Dari DPR berhalangan. Dari Kuasa Hukum Presiden? Silakan!
PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari pemerintah yang hadir saya
sendiri, Erwin Fauzi, dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian Ibu
Noor Ida dari Kementerian BUMN, kemudian Pak Fahresha dari
Kementerian BUMN. Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Agenda Persidangan hari ini adalah untuk keterangan DPR
dan keterangan Presiden. Karena DPR berhalangan, silakan dari kuasa
Presiden! Ya, ada surat ini. Jadi, bagaimana? Silakan, coba.

PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Baik, Yang Mulia. Kemarin, kita hari Jumat mengirimkan surat
penundaan sidang, seperti itu, Yang Mulia. Terima kasih.
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KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik kalau begitu karena ada permintaan dari Kuasa Hukum
Presiden untuk menunda persidangan dan kebetulan juga dari DPR
berhalangan, maka sidang ditunda hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018,
pukul 11.00 WIB dengan acara mendengar keterangan Presiden dan
keterangan DPR. Ya, sudah jelas? Pemohon, jadi terpaksa Pemohon
kalau ada ahli masih ada mau diajukan diberitahukan saja sekarang,
dipersiapkan. Jadi, sekaligus Pemohon bisa mempersiapkan ahli atau
saksi yang hendak diajukan, ya? Ada?

PEMOHON: H. JHONI BOETJA

Terima kasih, Yang Mulia. Kami tidak ada saksi, ahli. Ya,
alhamdulillah kami bisa datang ke Jakarta saja, ke sini saja, sudah terima
kasih, alhamdulillah.
KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, tidak menghadirkan ahli maupun saksi, ya? Baik. Secara
tertulis juga tidak, ya? Keterangan ahlinya, tidak ada, ya? Baik. Dari
pemerintah nanti bagaimana?

PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Siap, nanti membacakan keterangan Presiden tanggal 28, Yang
Mulia.

KETUA: ANWAR USMAN

Untuk ahli dan saksi ada rencana? Atau nanti saja atau
bagaimana?

PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Untuk ahli, nanti ada, Yang Mulia.



13. KETUA: ANWAR USMAN

Ada, ya? Ya, sidang berikutnya nanti, ya? Setelah mendengar
keterangan Presiden dan DPR baru mengajukan ahli maupun saksi. Baik.

Ya, sudah cukup, ya? Ya, dengan demikian Sidang selesai dan
ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.12 WIB
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